
SALINAN

BUPATI SUMBAWA BARAT

PROWNgI NUHATENGGARA

PERATURAN BUPATISUMBAWA B RAT

NOMOR z,¿ TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARAPELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAKDALI

PELAYANAN PUBLIK TERTENTU DIKABUPATEN SUMBAWABARAT

DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016

tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian

Layman Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah,

perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Korifirmasi

Status Wajib Pajak dalam Pelayarian Publik Tertentu di

Kabupaten Sumbawa Barat.

Mengingat 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor

140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3874);

2. ÌJndang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun

2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawaøar£t di

Provinsi Nusa Tenggara Barat (LembaranNegara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4340);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun

fl009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5049);



130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5049);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemeritahan Daerah (Lembaran Negara

Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 244, J££mbalian

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubahbeberapa kali terç
dengan

Undang-Undang Nomor9 Tahun 2015 tentangPerubalian

Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 T&Ïll2n 2014-

tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,T Lembaran

Negara Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun

2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang

Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara

Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara

Republik Indoriesia Tahun 2021 Nomor 14,Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha diDaerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor l6,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6618);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahoe 20 16

tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalamPemberian

Layarian Tertentu Di Lingkungan Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138Tahun 2017

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pinto

Daerah;

10.Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 1

Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu.

D ipindai dengan CamScanner



Menetapk

l.

MEMUTUSKAN:

PERAY
BUPATI TENTANG TATA CI

KONFI$MASI S A'jJS WAJIB PAJAK DAL PELAYAN
AN

PUBLIKTERTENTU DIKABUPATENSUMBA
WA BARAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal1

am Peraturan Bilpati iniyang dimaksud dengan:

Daerah adalahKabupaten Sumbawa Barat.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerint&h

daerah yang memimpin urusan pemerintahan dan Perangkat Daerah

sebagai unsur pemerintahan yang mempunyaikewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati lfabupaten Sumbawa Barat.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah dalam periyeleriggaraan urusan pemerintalian

yang menjadi kewenarigan Daerah.

Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Sumbawa Barat,

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa Barat.

7. Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan daerah

adalah organisasi perarigkat daerah Kabupaten SumbaWa Barat yang

mempuriyai fungsi selaku pengelola pajak daerah.

8. Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang membidarigi tirusan pendapatan

daerah adalah Repala pada organisasi perarigkat daerah Kabupaten

Sumbawa Barat yang meinpunyai fungsi selaku pengelola pajak daerah.

9. Direktorat Jenderal Pajak adalah instansi vertikal Kementerian Keuangajj

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuartg ,

yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan di bidang pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

10,Karitor Pelayarian Pajak Pratama yang selanjutnya disingkat KPP Pratama

adaJahinstansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah

danbertanggung jawab langsung kepada Ilepala Kantor Wilayah, yang

Dipindai dengan ca mscanner



11.

mempunyM

penegakan

pertambaha

langsung

t•g£lS m•1akS TI@kan pclayanan, penyulUh£tf pengaw * dan

h j
•° sa1ak di bidang pai¿J{t pengha silan. ›•j°•

lı *ı, pajak pe lju£fl£fn atas barang m •*'. -j

l£tİr}Tly , dan ppj ‹ bumi dan ban plûln dalam

*VC'•*Venangnya berdas tr a Iketentuan peraturan peru£ldang-ljn

Layan Publik Tertentu adalah layanan yangdiberika
t, oleh

Daerall kepada masyarakat.

ak tidak

wilayW

12.Sistem Perizinan BeruS‹1ii£fTerinte asi S cara E1eW>> /Oi•e •••g!
e

gr e p

bTTtlSflOrt) yang selanjutnya disebut OSS adai sistem elektroni

terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSs untuk

Pe>ye1eI1gg£Lfaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

13. Wajib Pajak adalah t3rang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak,

pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyaiiyidJ‹ dan kewajiban

perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

perpajakan daerah.

14.Pajak Daerah adalah kontribusi wajib pajak kepada daerahyang terutang

oleh orang pribadi atan badan yang bersifat memaksa berdasarkan

undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan

digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran

rakyat.

15. Pajak Bumi darı Baııgunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjotnya

disingkat PBB — P2 adalah pajak atas bumi dan/atan bangurıan yang

dimilliki, dikuasai dan/atan dimanfaatkan oleh orang pribadi atar badan,

kecuali kawasan yang digunakan perkebunana, perhutanan dan

pertambangan.

16.Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan selanjutnya disebut BPHTB

adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atan bangunan.

17.Retribusi Daerah selanjutnya disebut retribusi adalah pungutarı daerah

sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus

disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentinga-ry

pribadi atau badan.

18.Konfirmasi Status Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat KSWP adalah

kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangtta

pelaksanaan konfirmasi status wajib pajak atas layanan publik pada

perangkat Daerah.



19.Keterang;33q

Pemerintah

20. Nomor

21.

Pajak atas

yang

perpaj

Wajib

StatUŞiWajib p£t;£fk adalah informas› yi3jqg dibe

DCfe"W d lam
°*"'8 ££ pelaksanaan KOf =

gSis ‘‘S

£lJ£fflanppb}i p£fda Perangkat Daerah.

O £fjib P£fjak, y£fng selanjutnya disingk£t NP *

dÎberikan kepada W£ljib PCfj£tk sebagai saranCf dal

oleh

pajb

daıan n mor

adminis
JaSİ

kang dipergu{lijj( n Sebagai tanda penge<l
ij} diri ata!>

identit$+

£fjak dalam melaksan = hak dan kewajibanPerpajW I y=

No OkOIC Wajib P j Q
eyah, yang Se1anjlloy££ dİSİ£l t NPWPD

adalh IlOmor yang diberikan kepada Wajib Pajak Daerah sebagfi• °

dEf1£tITl tdministrasi perpajak£j_jq yang dipergunakan Sabaha tand£tpinge I

diri ataridentitaıs WajibPajak dalam me1aksana1{@1›h«k dan kewajiban

perp ja]çan daerah.

BAB II

MAKSUD DANTUJUAN

Pasal2

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati iniadalah sebagai pedoman dan

tata cara pelaksanaan pemenuhan kewajiban Pajak Daerah melalui KSWP

dalam pemberian pelayanan publik tertentu sesuai dengan kewenangan

Pemerintah Daerah.

(2) Tujuarı KSWP adalab:

a. terwujudnya peningkatan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi

kewajiban pajak daerah;

b. terwujudnya keseimbangan hak dan kewajiban dalam pelaksanaan

pelayanan publik tertentu oleh pemerintah daerah; dan

c. terlaksananya KSWP sesuai dengan ketentuan peraturan perund g

undangan yang berlaku.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal3

Ruang lingkup Peraturan Bupati iniadalah:

a.jenis layanan publik tertentu;

b. tata cara pelaksanaan KSWP;

c. penelitian terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Daerah;

Dipindai den g an Ca mscanner



d.perangkat daerah

e. pendanaan;

f. pelaporan.

wang bert a
a»ngJawab peiaksarıa nx WP

BAB IV

JENISLAYANAy PUBLIKTERTENTU

Layan rublik Tertentu yetjqg

memerluÜan KSWP terdiri dari:

Pasal4

diselenggarakan olehPe gJç£ft Daerah y a

£t- el£ yanan perizin bg oah£f melalui sistem p rizir›an berusoh fi

terintegrasi secarae}epyO ;

b.Pelayanan perizinan dan pelayanan non perizinan kewenangam Pemerin/

Daerahyang diselenggarakan oleh Dinas.

BAB V

TATA CARA PELAKSANAAN KSWP

Pasal5

KSWP oleh Pemerirıtah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal4 huruf (a),

dilakukan secara online (daring) melalui;

a. Sistem Informasi pada pemerintah daerah yang terhubtıng derıgan sistem

informasi pada kementerian yang membidangi urusarı keuangan melalui

Direktorat Jenderal Pajak; dan atau

b. Aplikasi yang telah disediakan oleh kementerian yang membidan urusan

keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak pada KPP Pratama.

Pasal6

(1) Pemerintah Daerah melakukan KSWP terhadap wajib pajak yajjg

mengajukan layanan publik tertentu berupa dayanan perizinan daR non

perizinan.

(2} Layanan perizirıan dan non perizinan dapat diberikankep£fdCL pem hOp

apabila dapat menunjukkan dokumen sebagai berikut:

a. bukti lunas pembayaran PBB —P2 tahun terakhir;

b. bukti lunas pembayaran BPHTB dalam hal terjadi pengalihan

kepemilikan; dan

c. bukti lunas pembayaran pajak daerah lainnya;

d. kesesuaian nama Wajib Pajak dan NPWPD pada data BPAD.



(:ü)

(+)

c. bukti lunas pembe

d. kesesuaian namg

A)3£¥bİl£t dOk lmen

maka Dinas da

Apabila

di

y£frCtnp£fjak daerah lainnya;

JajlbP£tjak dan NPwnD padadata BPAD'

sebagaimana disebutkarı pada ayat (2) Suda
» tep

atmenyetujui permohonan tersebut.

en4_lhl

dOk1@{}e I sebagai £ dısebutkan pada ay t (Q) tıdak dap t

eIluh1 IRJ£I permohonan ditolak atau akan diteruskari olh DII*

kımılda Kepala OPD y g membİdangi urusan pendapatan daerah d ng

sebe1 >y meminta pemohon m€•ngisi Surat Perm+O ete rı
'
£l

Status WajibPajak sebagaimana tercantum dalam3 piran I (isatu) yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati İflİ.

BAB VI

PENELITIAN TERHADAP KEWAJIBAN PAJAKDAERAH

Pasal7

OPD yang membidangi urusan pendapatan daerah melakukan penelitian

terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Daerah oleh wajib pajak sebelum

memberikan Keterangan IStatus Wajib Pajak;

(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. pelunasan pembayaran PBB-P2 tahun terakhir;

b. pelunasan pembayaran BPHTBjika terjadi pengalihan kepemilikan;

c. pembayaran pajak daerah daerah lainnya yang menjadi kewajiban

pemohon tersebut.

(a) Setelah OPD yang membidangi urusan pendapatan daerah inimelakukan

penelitian terhadap data yang ada dan wajib pajak telah memenuhi semua

kewajiban pajaknya di daerah maka akan diberikan Keterangan StatuS

Wajib Pajak kepada pemohon sesuai format yang tercantum daıam

Lampiran II (dua) yang merupakan bagian tidak terpisahkan daki Peraturan

Bupati ini.

(4) Adapun tata cara pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib P tjaı• da1ag

pelayanan publik tertentu di Kabupaten SumbawaBarat sebagaim
££

termuat dalam Lampiran III (tiga) yang meru.pakan bagian tiday

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

DiDiFldai dengan Ca mscanner
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BABX

PENUTUP

Pasali1
Peraturan Bupati inimulai berlakupada tanggal diundangkHn•

Agar setiaporang mengetahtjiply£f
jjj

e erintahkan pe£
lgu»dwgan

Bu@£ttii li denganpenempatannya dalam Berita DaerahKabu
pateri

Barat.

Diundangkan diTaliwang

SR ARlSDAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
. .., '

s«mbawa

2021



hOMOR

- PERATURAN BUPATI SUMBAWA BĄïŁAT

TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN

STATUS WAJfB

PELAYANAN PUBLIK

PLATENsUMBAWA

KONFIgMASI

PAJAK DALAM

TERTENTU

BĄÎŁAT

A. CONTOH FORÏV[AT SURAT PER1v¡OHONAN KETERANGAN STATUS WAIT

Nomor

Hal

Kepada Yth.

” ( 1)

e âoflanKeterangan status Wajib Pajak

e a a .. ... ... .. . (2)

Kabupaten

YăTlg bertandatangan dibawah »i:

Nama

NPWPD

Jabatan

Alamat

NomorTelpon

Bertindak selaku

Sumbawa

. . .-........... ....... . ....... . ....

Wajib Pajak

Wajib Pajak/ Kuasa dari

Wajib Pajak

Nama

NPWPD

Alamat

(g)

Barat

( 9)

: .................. ..(10)

” - ---- . (1 j)

Mengajukan permohonan untuk memperoleh keterangan status wajib pajak

persyaratan mendapatkan Layanan Publik Tertentu dari Dinas

Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk layanan publik

perizinan.

Demikian permohonan ini kami sampaikan

- Dalam halkuasa harus dilampirkan surat kuasa

1

DI

untuk memenuhi
Penanaman Modaldan

permohonan perizinDru'non

(13)



p NJUK PENOIS

' Angko1

Angl‹tt3

Angkn6

Angko8

Angka9

Angka l1

Angka 12

Angka 13

N SU1t6T ;•t
Ol lONANKl’iTllitANGAN STATUS WAJ

- Untuk

¡h pnjak

Pcmerinl‹ıhKa/ygat •nSumbG

*»l›agoi pcı gcloln Pa.İnk

Ornng Prilıcdi,

“*”*’ t’^’*s ACI 0›«ifıtftl1g«t1İ

Şiirid»ngölı

po.İnk bndon, diisi dcnganıltlfllQ kil ata

Diisi
surot pcnnolıonaıl

”’** // l10 ** !1*tI dQtilt›gtınİ s\lrftt pemıolloılnn (bP* * ada)

8b jabnton ynng menedotonggnİ Surat permolıOntltf

Dilsi dellğflfl{t}{tınatyeng ıncnnndatangoni suratpermohonan

DİİSİ dCllgıtn nomor tclpon dari wnjib pajok n«maatau kuasa xng

mcııandatangnıistırnt petmohonan

Diisi dengan meınberi tnnda check list pada salahS8ttJ( )

dibawahnyn.

kotak pilihafl

like pennolionan diojuFan langsung bukan oleh penerimaktläsä

ilngka selanjutnya tidok perlu diisi

maka

Diisi dengan nfima wajibpsjak dnlom hal permohonan diajukan oleh

penerittzc kuasa

Diisi dengonNPWPfNPWPD wajib psjakdalam halpermohonan

dinjukan oleh penerima kuasn

Diisi dengan alamat wujib pajak dalam hal permohonan diajukan

oleh penerima kuasa

Disisi dengan kota tempat tinggal, tanggal, bulan dan tahun surat

permohonan ditandatangani

Diisi dengan nama dan tandatangan pemohon sebagaimana yang

tercantuın dalam nomor4

2

BUPATI SUMBAWA BARAT.

Ttd.

W. MUSYAFIRIN

Dipindai dengan CamScanner



LAMPIRAN Iì: PERATURAN BUPATI SU
QAJA BA{ŁAT

NOMOR 16

TENTANG TATA CARA

STATUS

PUBLIK

PELAKSA

WAJIBPAJAK

TEKTENTU

SUMBAWABARAT

A. CONTOH SURATKETERANGAN STATUS WAJIB PAJAK

KeteranganStatusWaibPj

Nomor::..:.:.:.:..::...... ( )

DALA

DI

M PELAYANA
N

BUPATEN

Dengan inidiberitahukan bahwa berdasarkan hasil penelitian, kaITii S£tIT1]3£tİR£Ln

bahwawajib pajak:

Nama . ... ... . ... .. ..... . . . . .. . (3)

NPWPD .... .. . . . . . . (4)

NPWP . .. ..... . ... . ... ... .... (5)

Jatnat .. ... .. . ................................... (6)

Status ........................................................... (7)

Keterangan ini dibuat dalam rangka pemberian layanan pada Dfnos

PMPTISP Kahn.paten Sьtmbnwa Barat berupa pelayanan pe nun dam nonperi:Juan

tahuri ...........(8).

Demikian disampaikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Kepala ........... .. „,, , ( } 0
K abupaten Sumbawa Barat,

(11)

NIP.....

Di pindai dengan Ca m5canner



PETUNJUk

AngkaS

An*qka9

Anika 10:

PENGISIf\ KETERANGAN STATUS WAJIB A A'

DllSidengan

Diisi dengun

Dfisidengan

Diisi dengan

kop sur«t

nomor

nama wajib pajak terdaftar

R0mor NPmD

Dlfsidengan NPWp

DiÏsi dengw •iamat wajib

OPD yang membidangi
QfUSil•pcndapa

tandaer
@h

keterangan status wajib pajak

pajak

Diisi dengan status sudah lunas PBB- P2/BPHie/
PajWdaerah

)ai•ly£t

Diisi dengan instansi pemerintahyang memberikan la

DtISi tahun keterangan status wajib pajakberlaW

Diisi dengan kota tempat,

pajak diterbitkan

tanggal, bulan dant£thU!l

publik

keterang»
j2 StÖtlÉS

Diisi dengan nama jabatan yang berwewena»g P

menerbitkan keterangan status wajib pajak

’ib

ada oPD y«g

B ATIs AWA BUT,

Ttd.

W. MUSYAFBUN



LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI SU
MBAWA

BARAT

NOMOII z,6

TENTANG TATACARA

KONTIRMASISTAT
US

DALAM

PELAKSA
NAAN

TERTENTU DI

BARAT

PELAYANW

WAJI

BUPA N

PAJAK

PUBLIK

sui«{BAWA

Alur Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib PajahDäläm e n ‘ Publik e e

Di kabupaten sumbawabHfiflt

Orang Pribadi/Badan

mengajukan permohonan

perizinan kepada DPMPTSP

dengan melaınpirkan bukti

pembayaran PBB — P2,BPHTB

danPajak Daerah Lainnya

b.Permolionan disetujui

DPMPTSP

a. Pennohonan ditolak dan

diminta untuk inelengkapi

ketentuan perpajakan terlebih

DPMPTSP Melakd

Korif '

padä BPAD

b.Terpenuhi

status Wajib

a Tid e en

Pajak

BUPATI SUMBAWABARAT,

Ttd.

W. MUSYAFIRIN


